Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS MUNANDAR

2. Jabatan : KEPALA BALAI

3. NHK . 400193
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, Rp.
1.050.000.000

Tanah Seluas 1.250 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 375.000.000

Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 960.000.000

Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 202.500.000

Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/60 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/89 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

Tanah Seluas 2.250 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 675.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOTOR, PIAGIO SCOOTER/ LX 150 IE Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

Rp. 4.447.500.000

Rp. 288.500.000
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2. MOBIL, HONDA JEEP/ CRV 2,4 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO 125 CC SOLO Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 4.500.000

4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV MINIBUS Tahun 2011,
HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

6. MOTOR, BENELLI BS 250 PE M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000

7. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. i
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.547.531.014
F. HARTA LAINNYA Rp. ko
Sub Total Rp. 6.283.531.014
. HUTANG Rp. e
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.283.531.014
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CISILIA SUNARTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 224420
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 922.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/224 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 922.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.000.000
1. MOBIL, RUSH MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 238.511.363

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.341.611.363

. HUTANG Rp. 16.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.325.211.363
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DEFRANCISCO DASILVA TAVARES
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK 1 212698
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.151.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.451.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA X1B02RO7L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

3. MOBIL, HONDA BR-V 1,5 E MT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 398.685.758

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.835.685.758

. HUTANG Rp. 45.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.790.685.758
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HIMAWAN WAHYU PAMUNGKAS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK . 762528
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 780.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, Rp.
280.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 217.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.918.901
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.010.918.901
. HUTANG Rp. 360.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 650.318.901
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama © NOVITA LUH WIDIYASTUTI, SP, MSI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI
3. NHK : 679917
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/56 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 386.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 265.000.000

4. MOTOR, HONDA M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

28.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 630.719.087
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.751.719.087
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.751.719.087
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : OPIK MAHENDRA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK . 760169
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 484.000.000

1. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

3. MOBIL, TOYOTA TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2025, HASIL
SENDIRI Rp. 465.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 312.335.350

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.971.335.350

. HUTANG Rp. 215.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.756.335.350
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RIKO MEIRIZAL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK 1 221284
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/215 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

2. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 263.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000

3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
28.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

5. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

30.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. A
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 608.240.714
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 2.114.240.714
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1. HUTANG Rp. 50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.064.240.714
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



